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SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN DAERAH  
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TENTANG DESA  

 

M. AIDIL PUTRA 

502020170 

 

Desa adalah sebuah daerah otonom di mana di dalamnya ada sebuah 

Pemerintahan yang disebut Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Desa. Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di 

Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda. 

Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 

Tentang Desa Praja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh 

Belanda yang disebut Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO) dan Inlandche 

Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB). Bahwa selama ini yang terjadi 

dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia hanya lebih terfokus 

pada kepala desa dan perangkat desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa serta ada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 

2023 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan 

desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD).Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama 

ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan 

eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 

badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. 

lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik 

demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan 

suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pelaksanaan kerja pemerintah Desa di Kabupaten Banyuasin. Menggunakan 

metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi 

BPD itu sebenarnya di Desa ini. Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD 

di Desa ini kurang optimal dan dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan BPD 

sangat berpengaruh dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan 

perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah Desa dan BPD, 

serta harus adanya penambahan anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang 

operasionalnya. 

 

Kata Kunci : Peran dan Fungsi BPD, Sistem Pemerintahan Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang mana dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan dalam bentuk 

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi 

menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan pemerintahan desa. 

Dalam hal ini, pemerintahan Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan nasional yang berada langsung di bawah pemerintah kabupaten atau 

kota.
1

 Sebagai mana kita ketahui bahwa dalam praktek penyelenggaraan 

pemerintah daerah sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan otonomi daerah secara 

eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk 

mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 

daerah, Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang 

berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014.  

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “dhesi” 

yang berarti merupakan tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat 

penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. 

Desa yang merupakan tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah 

juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Desa 

                                                 
1

 Moch. Solekhan, 2014, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat, Setara Press, Malang, hlm. 13.  
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merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebut 

bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
  

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ada perubahan menjadi 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan adanya sistem 

pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Dengan demikian 

maka haruslah ada sebuah lembaga legislasi desa yang berperan dan berfungsi 

membuat keputusan desa. Badan permusyawaratan desa (BPD) memiliki peranan 

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat 

keputusan desa bersama kepala desa. Kemudian Kepala Desa selaku pemimpin 

yang ada dalam ruang lingkup Desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya 

secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai 

perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul  

dalam masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar  dan  

ditindak  

                                                 
2
 Taliziduhu Ndraha, 1991, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, PT Bumi Aksara, 

Jakarta, hlm. 4  
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lanjut oleh seorang kepala desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek 

pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat 

partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera 

diwujudkan dan berdaya guna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga 

non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-

kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau 

bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh 

lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar 

pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan 

pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penulis akan mengkaji lebih 

dalam terkait peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam sistem 

pemerintahan desa menurut peraturan daerah kabupaten Banyuasin Nomor 3 

Tahun 2023 Tentang Desa yang nanti hasilnya penelitian tersebut akan 

diaplikasikan dan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Peran dan Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Desa”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apa peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pembentukan peraturan desa di Kabupaten Banyuasin menurut peraturan 

daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Desa?  

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan peran dan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banyuasin?  

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Agar penelitian tidak terlampau melebar maka perlu diidentifikasi masalah 

yang akan penulis teliti dalam skripsi ini. Masalah yang akan penulis teliti adalah 

peran dan fungsi BPD dalam sistem Pemerintahan desa di Kabupaten Banyuasin 

Sehingga penulis membatasi diri untuk meneliti sumbangsih Fungsi BPD dalam 

Sistem Pemerintahan Desa. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Peran dan Fungsi BPD dalam Sistem Pemerintahan 

Desa dan Kinerja BPD dalam Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dengan 

kerangka sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui Peran dan Fungsi BPD dalam sistem Pemerintahan 

Desa  

2. Untuk mengetahui Proses BPD dan Kepala Desa dalam Pembuatan 

Peraturan Desa. 

D. Kerangka Konseptual  

Kerangka Konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat istilah-istilah. Agar tidak terjadi kesimpangan penafsiran serta untuk  
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mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan 

penjelasan dan bahasan-bahasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi 

sebagai berikut:  

1. Pengertian Peran 

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini 

diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. 

Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya 

adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut 

dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang 

mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role 

accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau 

tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
3
 

2. Pengertian Fungsi  

Pengertian fungsi menurut The Liang Gie dalam Zainal definisi fungsi 

adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan 

sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut 

memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam 

Zainal, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya 

satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai/pejabat tertentu yang 

masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau 

                                                 
3
 R. Sutyo Bakir, 2009, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia : Karisma Publishing Group, 

Tangerang, hlm. 348 
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pelaksanaannya.
4
  

 

3. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110/2016 

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas 

dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa. 

4. Pengertian Sistem Pemerintahan Desa  

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

5. Pengertian Peraturan Daerah  

Pengertian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Menurut 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 

E. Metode Penelitian  

Penelitian dalam bahasa umum mengacu pada pencarian pengetahuan. 

                                                 
4
 Zainal, Nining Haslinda, 2008 Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan 

Kompetensi Pegawai di Kantor Walikota Makassar, Tesis, hlm. 21  
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Penelitian merupakan proses membuat pernyataan dan kemudian memperbaiki 

atau meninggalkan beberapa dari mereka untuk pernyataan lain yang dijamin 

lebih kuat. Metode penelitian berarti cara yang tepat untuk melakukan suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada 

menyusun laporan.
5
 Metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah memiliki peran 

penting sebagai penentu apakah sebuah penelitian dapat dikatakan benar-benar 

telah mentaati persyaratan keilmuan  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian 

yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian 

didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode 

penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan 

hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”. 
6
 

b. Sifat Penelitian  

Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data 

tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya. Seperti 

halnya namanya, sifat penelitian tersebut yaitu menggambarkan keadaan 

seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena 

atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa saja 

                                                 
5
 Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, 1997, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1  

6
 Irawan, 2013 Metode Penelitian Hukum, Jurnal 

http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/me 

todologi-penelitian-hukum.html, diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 10.50 WIB. 
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yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Penelitian deskriptif analitis 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-

kejadian secara sistematis dan akurat.
7
 Deskriptif artinya mendeskripsikan 

fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-

fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang 

diteliti.  

2. Jenis dan Sumber Data  

 Data Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan 

data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data 

ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, 

seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan 

dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini”. Data 

Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan 

pengamatan. Pengamatan adalah “melakukan, memperhatikan dengan 

seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif”.  

2. Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data 

sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. 

Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, 

                                                 
7
 Nurul Zuriah, 2012, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Bumi Aksara, 

Jakarta, hlm. 47  
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mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, 

definisi, arti suatu istilah”. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data (data collecting) merupakan pencatatan peristiwa-

peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik baik 

sebagian maupun seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung 

penelitian. Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan 

waktu. Kualitas hasil evaluasi sepenuhnya tergantung pada data yang 

dikumpulkan. Oleh karena itu, pentingnya pengumpulan data tidak dapat 

terlalu ditekan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, adalah 

penting untuk memastikan kualitas yang terjaga dalam proses. Pengumpulan 

data yang ada di lapangan penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:  

1. Metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki, atau cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat 

secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Tujuan dari observasi ialah 

mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasi elemen-elemen 

tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks dalam 

pola-pola kultural tertentu.
8
  

2. Metode interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada informan atau seseorang ahli yang berwenang 

dalam suatu masalah, yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih 

                                                 
8
 Kartini Kartono, 1986, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung, hlm. 28 
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bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Wawancara adalah metode kualitatif penelitian 

sering digunakan untuk mendapatkan persepsi yang diwawancarai dan 

sikap terhadap isu-isu. Topik kunci wawancara adalah membuat keputusan 

tentang siapa adalah orang-orang kunci berbicara dengan dan apa jenis 

wawancara yang akan digunakan. 

3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan 

dokumen lainnya 

4. Pengolahan Data  

Data yang  terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan beberapa cara, 

yakni:  

1. Pemeriksaan data (editing), Editing yaitu pembenaran apakah data yang 

terkumpul melalui wawancara menggunakan kuesioner, studi pustaka, 

dokumentasi, sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa 

kesalahan. 

2. Penandaan data (coding), yaitu memberi catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, 

dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan 

rumusan masalah Coding mengacu pada proses untuk menempatkan angka 

atau simbol lain untuk menjawab respons sehingga dapat dimasukkan ke 

dalam sejumlah kategori atau kelas. Kategori tersebut harus sesuai dengan 

masalah penelitian yang sedang dipertimbangkan. 
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3. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.  

4. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut rangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
9
  

5. Analisis Data  

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka 

selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak 

menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu 

lainnya. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya. Analisis melalui 

pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia, atau 

pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan  

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. 

Analisis kualitatif merupakan analisis data kualitatif seperti data teks 

dari wawancara transkrip. Tidak seperti analisis kuantitatif, yang merupakan 

statistik didorong dan sebagian besar independen dari peneliti, analisis 

kualitatif sangat tergantung pada peneliti analitis dan keterampilan integratif 

dan pengetahuan pribadi dari konteks sosial di mana data dikumpulkan. Itu 

penekanan dalam analisis kualitatif adalah rasa pembuatan atau memahami 

fenomena, bukan memprediksi atau menjelaskan. Sebuah pola pikir kreatif 

dan investigasi diperlukan untuk analisis kualitatif, didasarkan pada etika 

                                                 
9
 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 53-54  
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tercerahkan dan sikap peserta-in-konteks, dan satu set analitik strategi.
10

  

F. Sistematika Penulisan  

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka 

perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab. Hal ini dilakukan agar 

pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan.  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong 

penulis mengangkat judul skripsi ini, dengan kalimat kunci yakni, 

“Kerap kali masyarakat desa tidak mengetahui sistem pemerintahan 

desa”. Padahal dalam desa mempunyai struktur organisasi desa yang 

menjadi salah satu kemajuan desa. Selanjutnya, permasalahan ini 

dikaji dengan metode penelitian normatif dan empiris guna 

mendapatkan hasil penelitian yang ilmiah.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Penulis menyajikan lima landasan teori yang menjadi dasar bagi 

peneliti untuk melihat persoalan dari masalah yang penulis angkat, 

lima teori tersebut mengenai dasar peran dan fungsi BPD dalam 

Sistem Pemerintahan Desa menurut peraturan daerah Kabupaten 

Banyuasin.  

BAB III  : PEMBAHASAN  

                                                 
10

 Anol Bhattacherjee, 2012, Social Science Research: Principles, Methods, and 

Practices, University of South Florida, USA, hlm. 113  
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Bab ini akan membahas mengenai analisis peran dan fungsi BPD 

dalam sistem pemerintahan di desa dan faktor penghambat 

pelaksanaan BPD di Kabupaten Banyuasin. 

BAB IV  : PENUTUP  

Bab іnі merupakan bab terakhіr yang mencakup keѕіmpulan dan ѕaran 

terhadap permaѕalahan yang telah dіbahaѕ dі dalam ѕkrіpsi.  
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